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TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PIMPINAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan
yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan
kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan
pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib
menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran
kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan dimaksud huruf
a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis
pelayanan Administratif dengan Keputusan Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);-
12 -

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
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11.

12.

13.

14.

15.

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang grand

design reformasi 2010-2015;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar
Pelayanan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
perangkat Daerah

Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Penajam Paser Utara
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penyusunan
Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara.

Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2024 tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan susuanan Perangkat Daerah

Peraturan Bupati No 62 tahun 2024 tentang Struktur
Organisasi, Tata Kerja, Tugas Fungsi dan Rincian Tugas Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik.

MEMUTUSKAN:

Standar Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
kabupaten Penajam paser Utara sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini;

Standar Pelayanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
meliputi ruang lingkup pelayanan Administratif;

1. Rekomendasi Bantuan Keuangan Partai Politik yang
mendapat kursi di DPRD

2. Penerbitan Surat Keterangan Melapor pada Partai Politik
Tingkat Kabupaten

3. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar  Organisasi
Kemasyarakatan

4. Rekomendasi Bantuan Hibah Organisasi Kemasyarakatan

5. Rekomendasi Pencairan bantuan Hibah Organisasi
Kemasyarakatan
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KETIGA

KEEMPAT

6. Layanan rekrutmen dan seleksi Paskibraka melalui aplikasi
transparansi paskibraka BPIP.

7. Layanan penerbitan surat rekomendasi ijin penelitian

8. Layanan permohonan Cuti Pegawai

Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran
Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh
penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian
kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, aparat
pengawasan dan masyarakat dalam = penyelenggaraan
pelayanan publik.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 23 Oktober 2024

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik

AGUS,S.Pd
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19710815 200312 1 004
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Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Penajam Paser
Utara

Nomor : 000.8.3.2/ /BKBP-UMUM

Tanggal : 23 Oktober 2024

A. PENDAHULUAN
Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat dalam pelayanan, maka
perlu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dengan tetap
menjunjung tinggi prinsip keadilan dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan

itu sendiri

Selanjutnya sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang perangkat Daerah Tersebut, terbitlah Peraturan Bupati No
62 tahun 2024 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Fungsi dan

Rincian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan aturan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan unsur pendukung Pemerintah
Daerah, yang di Kepalai oleh Kepala Badan, yang secara taktis operasional
maupun teknis administrasi berada dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati

selaku Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Secara spesifik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam
Paser Utara memiliki fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan Daerah dibidang Politik Dalam Negeri dan Organisais masyarakat,
Penangan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan dan serta Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, dengan Struktur

Organisasi sebagai berikut;

bangga
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VISI DAN MISI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Visi merupakan gambaran arah Pembangunan yang harus diwujudkan oleh Bdan Kesatuan
Bangsa dan Politik, Upaya untuk mencapain arah Pembangunan tersebut dijabarkan dalam
Langkah-langkah kongkrit sebagaimana terdapat program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Penajam Paser Utara “ Mewujudkan Masyarakat
Kabupaten Penajam Paser Utara yang Sejahtera, Berkualitas, Mandiri dalam kehidupan
damai, Berkeadilan dan Agamis” maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai visi.

“ Terwujudnya Kesatuan Bangsa yang aman, Sejahtera, berwawasan Kebangsaan, Handal
dan Demokrasi di Kabupaten Penajam Paser Utara ”

Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dirumuskan sebagai Berikut:

1. Meningkatkan sumber daya aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Memperkokoh Ideologi, Wawasan Kebangsan dan Ketahanan Ekonomi Sosial dan
Budaya Bangsa

4. Mewujudkan Sistem Politik yang Demokratis dan Beradab

5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Politik Masyarakat yang mampu mewujudkan
kehidupan berpolitik yang demokratis, tertib dan stabil

6. Menciptakan Kondisi Sosial, Hukum, dan Kamtramtibmas didaerah yang kondusif
guna mendukung kelancaran Pembangunan Nasional.

N
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Dengan Rincian Tugas Sebagai Berikut :

a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas memimpin,
merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan,
mengevaluasi dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan RPJMD Pemerintah Daerah,
tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada;

perumusan dan pengoordinasian penyusunan rencana strategis Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan
anggaran;

pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja sesuai dengan ketentuan;
pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna
pencapaian kineja;

penetapan Standar operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan di
lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pedoman
pelaksanaan tugas dan fungsi;

perumusan kebijakan dan pengoordinasian di bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Bidang
Politik Dalam Negeri, dan Organisasi Kemasyarakatan dan Bidang
Kewaspadaan Nasional, Penanganan Konflik;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik
dalam negeri;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik guna mengetahui permasalahan yang
dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala,
yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan
keuangan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas
kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai ketentuan;
penyelenggaraan fungsi kesekretariatan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang kesatuan
bangsa dan politik dalam negeri sebagai bahan pertanggungiawaban;

. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik sesuai dengan kewenangan yang diberikan,;

pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;

penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam
rangka mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintah bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik;

pelaksanaan pengendalian tugas di unit kerjanya;

pelaporan, pemberian saran dan pertimbalgan teknis kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan
kebijakan Daerah; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain dari pimpinan secara tertulis yang
memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi.
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S.

. Sekretariat

. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

. Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan tugastugas

dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian
penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi
umum, kepegawaian dan perlengkapan.

. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris

menyelenggarakan fungsi:

a.

pemberian petunjuk penyusunan rencana strategis Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik berdasarkan RPJMD sebagai pedoman penyusunan
rencana kefia;

penyusunan rencana ke{a Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan
rencarta strategis Badan sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan
anggaran,;

perumusan pefanjian kine{a Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

penyusunan kegiatan dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
sesuai dengan rencana ke{a yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja
Badan ;

pengoordinasian penyusunan dan mensosialisasikan Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan Standar pelayanan di lingkungan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik;

pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kine{a pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;

pelaksanaan administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah,
administrasi kepegawaian dan administrasi umum pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik;

pelaksanaan administrasi keuangan dan pendapatan daerah kewenangan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
Pemerintah Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

pelaksanaan penyiapan bahan pelaporan penerapan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan
pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

pelaksanaan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;

fasilitasi penataan organisasi dan tatalaksana pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik;

fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Keda
(ABK) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

pengoordinasian penyelenggaraan tugas kesekretariatan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik;

pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal (SPIP)
serta pengelolaan informasi dan dokumentasi;

pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta pengelolaan
keuangan secara berkala yang meliputi laporan keuangan bulanan,
triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan ;

pemberian petunjuk penyiapan bahan pelaporan capaian kinerja dalam
bentuk laporan akuntabilitas kineda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
sesuai ketentuan yang berlaku;

pemberian petunjuk penyiapan bahan pembinaan
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kelompok Jabatan Fungsional dan bahan penyusunan rencana kebutuhan ASN
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

t. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyelenggaraan Kerjasama dengan
pihak atau instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan tugas
kesekretariatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Kesekretariatan sebagai

bahan pertanggungiawaban,;

pelaksanaan pengendalian tugas di unit kerjanya;

w. pelaporan, pemberian saran dan petimbangan teknis kepada Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bahan masukan dalam pengambilan
kebijakan di bidang kesekretariatan; dan

x. pelaksanaan tugas kedinasan lain dari pimpinan secara tertulis yang memiliki
relevansi dengan tugas dan fungsi.

<

Pasal 304

(1) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan
melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan
administrasi kepegawaian.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
KepalaSubbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan Subbagian Umum berdasarkan rencana kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;

b. penyiapan bahan penyusunan rencaia prograrn, kegiatan dan anggaran
Subbagian Umum berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

c. penyusunan dan pengoordinasian Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai
dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

d. penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat, pengelolaan
kearsipan dan perpustakaan dan rapat-rapat;

e. penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian, administrasi
perlengkapan dan rumah tangga, layanan publikasi dan hubungan
masyarakat;

f. pelaksanaan dan penyiapan bahan penataan organisasi dan tatalaksana pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

g. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban
Ke{a (ABK) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Subbagian Umum
sebagai bahan pertanggungiawaban;

i. pelaksanaan pengendalian tugas di unit kerjanya;

j- Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Sekretaris sebagai bahan
masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang Umum; dan

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain dari pimpinan secara tertulis yang memiliki
relevansi dengan tugas dan fungsi.

c. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial
Budaya, Agama

1. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya,
Agama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
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. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial
Budaya, Agama Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang ideologi wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya,
agama. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21),
Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial
Budaya, Agama menyelenggarakan fungsi:

. perencanaan program Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Ekonomi, Sosial Budaya, Agama gglagai pedoman pelaksanaan tugas dengan
mengacu kepada rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana
kerja dan perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan
tugas dan fungsinya;

pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan
dan anggaran Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,
Sosial Budaya, Agama berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

. pemberian petunjuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama Guna
kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
pelaksanaan perumusan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
terkait kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara,
karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, Agama, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan,;

pelaksanaan perencanaan, kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait
paskibraka;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama sebagai
bahan pertanggungiawaban;

. pelaksanaan pengendalian tugas di unit kerjanya;

pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan sebagar
bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain dari pimpinan secara tertulis yang memiliki
relevansi dengan tugas dan fungsi.

. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

. Bidang Politik Dalam Negeri, dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpinoleh

seorang Kepala Bidang yang b€rkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, dan Organisasi Kemasyarakatan

mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,

pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.

. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 121, Kepala

Bidang  Politik Dalam  Negeri, dan  Organisasi Kemasyarakatan

menyelenggarakan fungsi:

. perencanaan program Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi

Kemasyarakatan Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu

kepada rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

. pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana

ke{a dan pejanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan

tugas dan fungsinya;

pemberian petunjuk 5 penyiapan bahan penyusunan
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rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Politik Dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan rencana ke{a yang telah ditetapkan;
pemberian petunjuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Politik
Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Guna kelancaran pelaksanaan
tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

pelaksanaan perumusan, kegiatan, koordinasi, monitoring dan pelaporan
terkait  kebijakan di bidang pendidikan  politik, etika budaya
politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan
dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah,
pemantauan situasi politikserta pendaftaran ormas, pemberdayaan orrnas,
evaluasi dan mediasi sengketa ornas, pengawasan ormas dan ormas asing;
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Bidang Politik Dalam
Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai bahan pertanggungjawaban,;
pelaksanaan pengendalian tugas di unit kerjanya;

pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Badan sebagai
bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang Politik Dalam Negeri
dan Organisasi Kemasyarakatan; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain dari pimpinan secara tertulis yang memiliki
relevansi dengan tugas dan fungsi.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempuyai
tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pengendalian,
pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di  bidang
kewaspadaannasional dan penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21), Kepala
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan
fungsi:

perencanaErn program Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana
kerjaa dan perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan
dan anggaran Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

pemberian petunjuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)dan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan lingkup tugas Bidang
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Guna kelancaran pelaksanaan
tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

pelaksanaan perumusan, kegiatan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan
pelaporan terkait kebijakan di bidang Kewaspadaan Nasional, pemantauan
orang asing, tenega ke{a asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan Nasional, serta Penanganan Konflik.

pelaksanaan perumusan, kegiatan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan
pelaporan terkait forkopimda; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai
bahan pertanggungiawaban;

pelaksanaan pengendalian tugas di unit kerjanya; pemberian saran dan
pertimbangan teknis kepada Kepala Badan sebagai bahan masukan dalam
pengambilan kebijakan di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain dari pimpinan secara tertulis
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yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi.

B. STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Penajam paser Utara adalah sebagai berikut :

1.

2.

Rekomendasi Bantuan Keuangan Partai Politik yang mendapat
kursi di DPRD

Penerbitan Surat Keterangan Melapor pada Partai Politik Tingkat
Kabupaten

Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Organisasi
Kemasyarakatan

Rekomendasi Bantuan Hibah Organisasi Kemasyarakatan
Rekomendasi Pencairan bantuan Hibah Organisasi
Kemasyarakatan

Layanan rekrutmen dan seleksi Paskibraka melalui aplikasi
transparansi paskibraka BPIP.

Layanan penerbitan surat rekomendasi ijin penelitian

Layanan permohonan Cuti Pegawai

. >
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Lembar Kerja

1. Jenis Pelayanan :1. Rekomendasi Bantuan Keuangan Partai Politik Yang
Mendapat Kursi di DPRD

1. Komponen SP dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

1.

Persyaratan

Persyaratan Teknis :

- Pemohon adalah Parpol yang berada di
Penajam Paser Utara yang menduduki
kursi

- Pemohon datang Ke kantor
Bakesbangpol

Persyaratan Administrasi :

1. Fotocopy SK Bupati Penajam Paser Utara
tentang  partai-partai  politik  yang
mendapatkan bantuan keuangan partai
politik (1 lembar)

2. Proposal pengajuan bantuan keuangan
partai politik (2 eksemplar)

3. (fotocopy) Surat Keterangan melapor
partai politik yang dikeluarkan oleh
Badan  Kesatuan Bangsa dan politik
Kabupaten Penajam Paser Utara (1
lembar)

4. Fotocopy SK susunan kepengurusan dari
DPC/DPD partai politik tingkat
Kabupaten/Kota yang masih berlaku

5. Fotocopy Surat Keterangan NPWP partai
politik

6. Surat Keterangan Autentifikasi hasil
penetapan perolehan kursi dan suara
hasil pemilu DPRD Kabupaten/Kota

7. Fotocopy Nomor Rekening kas umum
partai politik

8. Rencana penggunaan anggaran dana
Bankeu partai politik

9. Laporan hasil pemeriksaaan dari BPK
untuk LPJ Bankeu partai politik tahun
sebelumnya.

10.Surat Pernyataan Ketua partai politik
yang menyatakan  bertanggungjawab
secara formil dan materiil dalam
penggunaan anggaran Bankeu partai
politik dan Dbersedia dituntut sesuai
peraturan perundang-undangan yang
berlaku

.“
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Saran dan Masukan
dapat disampaikan
secara langsung

2. Sistem, mekanisme dan 1. Pemohon melengkapi berkas pengusulan
prosedur proposal rekomendasi Bantuan
Keuangan
2. Pemohon mengajukan berkas pengusulan
proposal rekomendasi bantuan keuangan
3. Petugas menindaklanjuti sesuai SOP
Prosedur Rekomendasi Bantuan
Keuangan Partai Politik
4. Pemohon memperoleh surat rekomendasi
bantuan Keuangan Partai Politik
Petugas
Pelayanan
v
Pejabat
Teknis terkait
Kepala
Badan [ Selesali
Jangka Waktu Pelayanan | 1 Hari Kerja
Biaya /tariff Gratis
S. | Produk Pelayanan Surat Rekomendasi Bantuan Keuangan
Partai Politik
6. | Penanganan Pengaduan, |- Rahmat Hidayat,S.IP.M.Sc 085247270791

Sudirman, A. Md 081355991508

Email : kesbangpol.ppu@gmail.com

Kotak Saran

Website SP4N Layanan LAPOR!
lapor.go.id

IG : bakesbangpolppu

2. Komponen SP dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

(Manufacturing)
No Komponen Uraian
1 2 3
" L > bangga
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No Komponen Uraian
1 2 3
1. Dasar Hukum . Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2018 tentang
bantuan keuangan kepada
partai politik, ketentuan
pasal 2 peraturan menteri
dalam negeri nomor 36
tahun 2018 tentang tata

cara penghitungan,
penggangaran dalam
anggaran pendapatan

belanja daerah, dan tertib
administrasi pengajuan |,
penyaluran, dan laporan
pertanggunjawaban
penggunaan bantuan
keuangan partai politik.

. Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 26 Tahun
2013 tentang Perubahan
atas peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 24
Tahun 2009 tentang
Pedoman tatacara
perhitungan, penganggaran
dalam APBD, pengajuan,

penyaluran, dan laporan
pertanggungjawaban
penggunaan bantuan

keuangan partai politik

3. Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 77 Tahun
2014 tentang Perubahan
atas peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 26
Tahun 2013 tentang
Pedoman tatacara
perhitungan, penganggaran
dalam APBD, pengajuan,

penyaluran, dan laporan
pertanggungjawaban
penggunaan bantuan

keuangan partai politik

. SK Bupati Penajam Paser

Utara Nomor : 200.1.5/ 239
/ 2024 tentang Penetapan
Partai-Partai Politik yang
mendapatkan Bantuan
Keuangan Partai  Politik
Tahun 2024
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No

Komponen

Uraian

[

2

3

Sarana, prasarana, dan/atau
fasilitas

. Komputer

. Printer

ATK

.Jaringan Internet

. Ruang Rapat

. Ruang Tunggu

. Tempat Parkir

. Toilet

.Kendaraan Roda 2 dan 4

Kompetensi Pelaksana

= O NO U R WN =

. Menguasai dan memahami
aturan tentang bantuan
keuangan partai politik

2. Mampu mengoperasikan

komputer

3. Pendidikan D3 atau SI

4. Mampu bersikap ramah,

sopan dan komunikatif

Pengawasan Internal

1.Kepala Bidang Politik Dalam
Negeri dan Penanganan
Konflik dan Kewaspadaan
Nasional

2. Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

Jumlah Pelaksana

5 Pelaksana

Jaminan Pelayanan

: Memberikan pelayanan
sesuai standar SOP dan SP
yang telah di tetapkan

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

Pelayanan yang diberikan
bebas dari gangguan dan
resiko

Evaluasi Kinerja Pelaksana
dilaksanakan oleh kepala Badan

Evaluasi Kinerja
Pelaksana dilaksanakan
oleh kepala Badan Per
Tahun oleh Kepala Badan

Jenis Pelayanan : 2. Penerbitan Surat Keterangan Melapor pada Partai
Politik Tingkat Kabupaten

1. Komponen SP dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No Komponen Uraian
1 2 3
¥ > bangga
4 BerAKHLAK melayani
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No Komponen Uraian
1 2 3
1. | Persyaratan Persyaratan Teknis :
- Parpol yang berada di Penajam Paser
Utara yang menduduki kursi
- Pemohon datang Ke kantor
Bakesbangpol

Persyaratan Administrasi :

1. Proposal permohonan penerbitan Surat
Keterangan melapor verifikasi
kepengurusan dan keberadaan Partai
Politik tingkat Kabupaten/Kota

2. Satu Salinan sah akta Notaris, Anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga partai
politik

3. Surat Keputusan Kepengurusan ( surat
keputusan  kepengurusan  dilihatkan
aslinya )

4. Tingkat Keterangan Domisili ( provinsi,
Kabupaten/kota,kecamatan )

S. Surat Keterangan Domisili Partai dari
Lurah/Kades setempat dan bukti dan
bukti sah status kantor tersebut berupa
sertifikat, perjanjian sewa menyewa,
perjanjian pinjam pakai atau perjanjian
lainnya.

6. Surat Pernyataan pengurus bahwa tidak
merangkap sebagai anggota partai politik
lain diatas materai 1000

7. Fotocopy KTP dan  masing-masing
pengurus partai

8. Badan Kesbangpol akan melakukan
survei ( domisili keberadaan secretariat
DPD/DPC Partai sesuai dengan yangh
didaftarkan ( max 2 hari )

¥ > bangga
4 BerAKHLAK melayani
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No Komponen Uraian
1 2 3
2. | Sistem, mekanisme dan 1. Pemohon melengkapi berkas proposal
prosedur penerbitan surat keterangan melapor
2.Pemohon mengajukan berkas proposal
penerbitan surat keterangan melapor
3. Petugas menindaklanjuti sesuai SOP
Prosedur Surat Keterangan Melapor
Partai Politik
4. Pemohon menerima Surat Keterangan
Melapor
v
-_I_-
3. | Jangka Waktu Pelayanan | 1 Hari Kerja
4. | Biaya/tariff Gratis
S. Produk Pelayanan Surat Keterangan Melapor pada Partai
Politik Tingkat Kabupaten
6. | Penanganan Pengaduan, |- Rahmat Hidayat,S.IP.M.Sc 085247270791

Saran dan Masukan
dapat disampaikan
secara langsung kepada

- Sudirman, A. Md 081355991508

- Emalil : kesbangpol.ppu@gmail.com

- Kotak Saran

- Wibsite SP4N Layanan LAPOR!
Lapor.go.id

- IG : bakesbangpolppu

2. Komponen SP dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal
Organisasi (Manufacturing)

No

Komponen

Uraian

1

2

3
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No

Komponen

Uraian

2

3

Dasar Hukum

1.

. Peraturan Menteri

Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik

Hukum
dan HAM RI nomor 34 tahun
2017 tentang cara
pendaftaran pendidikan
badan hukum, perubahan
AD dan ART, serta
Perubahan Kepengurusan
Partai Politik

. Surat Direktur jendral Politik

dan Pemerintahan Umum
Nomor 210/10/pilpum
tanggal 08 Januari 2020
tentang surat keterangan
terdaftar bagi partai politik
yang telah melaporkan
kepengurusan di tingkat
provinsi dan kabupaten /kota

Sarana, prasarana, dan/atau

fasilitas

. Komputer

. Printer

.ATK

. Stempel

. Ruang tunggu
.Jaringan Internet

Kompetensi Pelaksana

=l oUW

. Menguasai Peraturan

tentang Partai Politik

. Mampu mengoperasikan

Komputer

. Pendidikan D3 atau SI
. Mampu bersikap ramah,

sopan dan komunikatif

Pengawasan Internal

. Kepala Bidang Politik Dalam

Negeri dan Penanganan
Konflik dan Kewaspadaan
Nasional

. Kepala Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Jumlah Pelaksana

4 Pelaksana

Jaminan Pelayanan

Memberikan pelayanan
sesuai standar SOP dan SP
yang telah di tetapkan

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

Pelayanan yang diberikan
bebas dari gangguan dan
resiko

Evaluasi Kinerja Pelaksana

dilaksanakan oleh kepala Badan

Evaluasi Kinerja
Pelaksana dilaksanakan
oleh kepala Badan Per
Tahun
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Jenis Pelayanan : 3. Penerbitan surat Keterangan Terdaftar Organisasi
Kemasyarakatan
1. Komponen SP dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No Komponen Uraian
1 2 3
1. | Persyaratan Persyaratan Teknis :

- Organisasi Kemasyarakatan  yang
berada di Kabupaten Penajam Paser
Utara

- Pemohon datang Ke kantor
Bakesbangpol

Persyaratan Administrasi :
1. Memiliki anak cabang minimal 1 dalam
lingkup Kabupaten/kota

. Surat permohonan
. Formulir isian pendaftaran
. Surat pernyataan yang disyaratkan

. Akta pendirian

o U A~ W N

. Anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga

7. Program kerja, tujuan, visi dan misi
8. SK pengurus terbaru

9. CV Pengurus Organisasi ketua, sekretaris
dan bendahara masing-masing lembaran

10.Pas foto pengurus terbaru Uk. 4x6
sebanyak 2 lembar

11.Fotocopy KTP Pengurus organisasi (
ketua, sekretaris dan bendahara FC
perlembar )

12.Surat keterangan domisili dari kades
/lurah/camat

13.Fotocopy kartu NPWP

14.Foto asli kantor atau secretariat

15.Surat bukti kepemilikan /perjanjian
kontrak/sewa

16.Surat rekomendasi dari kementrian/
SKPD yang sesuai dengan jenis organisasi

17.Rekening Bank atas nama Organisasi
tersebut

18.Surat pernyataan bersedia untuk menjadi
Pembina, penasehat, ketua, pengurus
bermaterai 1000

19.Fotocopy KTP seluruh anggota organisasi

20.Surat pengesahan atau penetapan
sebagai badan hukum dari kementrian
yang membidangi urusan hukum dan
HAM ( Kemenkumham )

21.Susunan bagan Struktur Organisasi

22.Denah lokasi kantor secretariatan

23.Fotocopy surat keterangan terdaftar dari
pusat

24.Map Plastik
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No Komponen Uraian
1 2 3
2. Sistem, mekanisme dan 1. Ormas melengkapi berkas persyaratan
prosedur 2. Petugas menindaklanjuti  sesuai
Penerbitan Surat Keterangan Terlapor
mengenai keberadaan Ormas
3.0rmas memperoleh Surat Keterangan
Terlapor
Pemohon
v
Petugas Berkas
Layanan lengkap
v S
Pejabat Terkait <«———
Kepala Selesai
Badan — elesai
3. | Jangka Waktu Pelayanan | 1 Hari Kerja
Biaya/tariff Gratis
5. | Produk Pelayanan Surat Keterangan Melapor Kebedaaan
Organisasi Kemasyarakatan
6. | Penanganan Pengaduan, |- Rahmat Hidayat,S.IP.M.Sc 085247270791

Saran dan Masukan
dapat disampaikan
secara langsung kepada

- Halifah, SE. 085347106008
- Email :
- Kotak Saran

- Website SP4N Layanan LAPOR!
Lapor.go.id

- IG : bakesbangpolppu

2. Komponen SP dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal
Organisasi (Manufacturing)

No Komponen Uraian
1 2 3
¥ > bangga
4 BerAKHLAK melayani

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
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No Komponen Uraian
1 2 3
1. Dasar Hukum .Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan

. Peraturan pemerintah

republic Indonesia nomor 58
tahun 2016 tentang
pelaksanaan undang-undang
nomor 17 tahun 2013

. Peraturan pemerintah nomor

18 tahun 1986 tentang
pelaksanaan undang-undang
nomor 8 tahun 1986 tentang
organisasi kemasyarakatan

. Peraturan pemerintah

pengganti undang-undang
republik Indonesia nomor 2
tahun 2017 tentang
Perubahan atas undang-
undang Nomor 17 Tahun
2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan

. Pemendagri Nomor 33 Tahun

2012 tentang Pedoman
Pendaftaran Organisasi
Kemasyarakatan di
Lingkungan Kemendagri dan
Pemerintah Daerah

. Pemendagri Nomor 56 Tahun

2017 tentang Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan
di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah

. Pemendagri Nomor 57 Tahun

2017 tentang Pendaftaran
dan  Pengelolaan Sistem
Informasi Organisasi
Kemasyarakatan

. Peraturan Daerah Kabupaten

Penajam Paser Utara Nomor
3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara

.Peraturan Bupati Penajam

Paser Utara Nomor 50 Tahun
2017 tentang Tupoksi dan
Rincian Tugas Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Penajam Paser
Utara
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No Komponen Uraian
1 2 3
2. Sarana, prasarana, dan/atau 1. Komputer
fasilitas 2. Printer
3. Kamera
4. Handphone
5. Lembar Checklist
6. Kendaraan Dinas
7.0Odner
8. Jaringan Internet
9. Ruang tunggu
3. | Kompetensi Pelaksana 1. Mampu melaksanakan
pengumpulan data
2. Mampu melakukan
komunikasi di lapangan
secara aktif
3. Mampu mengoperasikan
Aplikasi Database Orkemas
4. Mengerti dan memahami
Peraturan Perundang-
Undangan terkait Organisasi
Kemasyarakatan
5. Pendidikan khusus
4. Pengawasan Internal 1. Kepala Bina Iwasbang,
Orkemas dan Ketahanan
Ekonomi Sosial Budaya
2.Kepala Badan  Kesatuan
Bangsa dan Politik
5. | Jumlah Pelaksana 4 Pelaksana
6. |Jaminan Pelayanan Memberikan pelayanan
sesuai standar SOP dan SP
yang telah di tetapkan
7. | Jaminan Keamanan dan Pelayanan yang diberikan
Keselamatan Pelayanan bebas dari gangguan dan
resiko
Evaluasi Kinerja Pelaksana Per Tahun

dilaksanakan oleh kepala Badan

3. Jenis Pelayanan : 4. Pelayanan Permohonan Cuti Pegawai

1. Komponen SP dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No Komponen Uraian

1 2 3

1. | Persyaratan pelayanan Persyaratan Teknis :
- Pemohon adalah Pegawai Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik

Persyaratan Administrasi
- Surat permohonan cuti yang di

tandatangani langsung
Jenis Cuti yang diajukan

BerAKHL
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No

Komponen

Uraian

[

2

3

Sistem, mekanisme dan

prosedur

. Pemohon membuat surat cuti
. Pemohon meminta tandatangan

atasan langsung

. Memverifikasi permohonan cuti dan

membuat surat cuti dengan
mempertimbangkan sisa cuti sesuai
atauran yang berlaku untuk dimintai
persetujuan kepala

. Membubuhkan paraf permohonan cuti

pegawai selanjutnya diteruskan
kepada sekretaris

. Pemohon cuti selanjutnya diterukan

kepada kepala Badan

. Kepala Badan Menyutuji permohonan

yang diajukan

. Mengirim surat permohonan cuti

kepada BKPSDM dan para tembusan

Pemohon

l

Pemeriksaan
berkas

v

Memenuhi syarat

!

selesai

Penolakan o«

Jangka Waktu Pelayanan

1 Jam, ( apabila persyaratan lengkap )

Biaya/tariff

Gratis

Produk Pelayanan

Surat Permohonan cuti pegawai

Penanganan Pengaduan, |-

Saran dan Masukan
dapat disampaikan

secara langsung kepada

[Tham,SE 082140824567
Irawati 085246207175
Email :

Kotak Saran

Website SP4N Layanan LAPOR!
Lapor.go.id

IG : bakesbangpolppu

.“
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2. Komponen SP dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal
Organisasi (Manufacturing)

No

Komponen

Uraian

1

2

3

1.

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah nomor 11
tahun 2017 tentang manajemen
pegawai negeri sipil

Sarana, prasarana, dan/atau
fasilitas

. Komputer

. Printer

. Handphone

.ATK

. stempel

. Odner

. Ruang tunggu
.Jaringan Internet

Kompetensi Pelaksana

HlooONOYUL P WN -

. Menguasai peraturan tentang
Pelayanan pemberian cuti ASN

. Mampu mengoperasikan komputer

. Pendidikan minimal SMA

. Mempunyai sikap teliti, komunikatif,
sopan, responsif dan jujur

S WN

Pengawasan Internal

. Sekretaris Badan

. Kepala Bagian Umum

. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

WN —

Jumlah Pelaksana

5 Pelaksana

Jaminan Pelayanan

Memberikan pelayanan sesuai standar
SOP dan SP yang telah di tetapkan

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

Pelayanan yang diberikan bebas dari
gangguan dan resiko

Evaluasi Kinerja Pelaksana
dilaksanakan oleh kepala
Badan

Evaluasi Kinerja Pelaksana
dilaksanakan oleh kepala Badan Per
Tahun

Jenis Pelayanan : 5. Rekomendasi Pencairan Bantuan Hibah Organisasi
Kemasyarakatan

1. Komponen SP dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No Komponen Uraian
1 2 3
¥ > bangga
" BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmanis Loyal Adaptif kolaboratif

melayani
bangsa




No Komponen Uraian
1 2 3
1. | Persyaratan Persyaratan Teknis :

- Organisasi Kemasyarakatan  yang
berada di Kabupaten Penajam Paser
Utara

- Pemohon datang Ke kantor
Bakesbangpol

Persyaratan Administrasi :

1. Fotocopy SK Bupati Penajam Paser Utara
tentang Penetapan Orkemas Yang
Mendapatkan Bantuan Hibah (1 Lembar)

2. Proposal Bantuan Hibah

3. Akta Notaris

4. Susunan Kepengurusan
Foto Copy KTP ( Ketua, Sekretaris
Bendahara )

Surat Keterangan Terdaftar ( Minimal 3
Tahun )

7. NPWP

8. Surat Keterangan Domisili

9. Rekomendasi Camat

10. Bukti kontrak sewa gedung / bangunan
( bagi yg menyewa )
11. Surat pernyataan tidak terjadi konflik
diketahui Lurah / Kepala Desa
12. Bukti Kepemilikan Tanah
13. Salinan Rekening Bank Kaltim atas
Nama pengurus / Lembaga
14. Denah Lokasi Sekretariat / Bangunan
15. Foto bangunan secretariat dan plang
sekretariat
¥ > bangga
4 BerAKHLAK melayani

B
F
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No

Komponen

Uraian

Y

2

3

Sistem, mekanisme dan
prosedur

1.0Ormas melengkapi berkas dan
mengajukan pencairan bantuan hibah

2. Petugas menindaklanjuti  sesuai SOP
pemberian rekomendasi pencairan
bantuan hibah

3.0rmas memperoleh Surat rekomendasi
pencairan bantuan hibah

Pemohon

D

Petugas Berkas
Pelayanan lengkap ?

Pejabat Teknis
terkait

Kepala Badan Selesai

Jangka Waktu Pelayanan

6 Hari Kerja

Biaya/tarif

Gratis

Produk Pelayanan

Surat rekomendasi Pencairan Bantuan
Hibah Organisasi Kemasyarakatan

Penanganan Pengaduan,
Saran dan Masukan
dapat disampaikan
secara langsung kepada

- Rahmat Hidayat,S.IP.M.Sc 085247270791
- Halifah, SE. 085347106008

- Email : kesbangpol.ppu@gmail.com

- Kotak Saran
- Wibsite SP4N Layanan LAPOR!
- IG : bakesbangpolppu

2. Komponen SP dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal
Organisasi (Manufacturing)

No

Komponen

Uraian

1

2

3

n "~ P} )
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No

Komponen

Uraian

2

3

Dasar Hukum

1. Peraturan Bupati Nomor 21
tahun 2021 tentang Tata cara
penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban,
monitoring, dan  evaluasi
pemberian hibah dan
bantuan sosial

2. Peraturan Menteri dalam
negeri republic Indonesia
nomor 84 tahun 2022 tentang
pedoman penyusunan
anggaran pendapatan dan
belanja daerah tahun 2023

Sarana, prasarana, dan/atau
fasilitas

1. SK Bupati Penajam Paser
Utara tentang Penetapan
Orkemas Yang Mendapatkan
Bantuan Hibah

. Komputer

. Handphone

. Printer

ATK

. stempel

. Odner

.Jaringan Internet

. Ruang tunggu

Kompetensi Pelaksana

=l N U wN

. Menguasai peraturan tentang
Bantuan Hibah Orkemas

2. Mampu mengoperasikan
komputer

S. Mampu mengoperasikan
komputer

6. Pendidikan munimal SI

7. Mempunyai sikap teliti,

komunikatif, sopan, responsif

dan jujur

Pengawasan Internal

1. Kepala Bina Iwasbang,
Orkemas dan Ketahanan
Ekonomi Sosial Budaya

2. Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

Jumlah Pelaksana

6 Pelaksana

Jaminan Pelayanan

: Memberikan pelayanan
sesuai standar SOP dan SP
yang telah di tetapkan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan
Pelayanan

: Pelayanan yang diberikan
bebas dari gangguan dan
resiko

Evaluasi Kinerja Pelaksana
dilaksanakan oleh kepala Badan

Evaluasi Kinerja Pelaksana
dilaksanakan oleh kepala
Badan Per Tahun

6.. Jenis Pelayanan

tarmanis Layal Adaptif kolaborati

: 6. Penerbitan Surat Keterangan Melapor Pada

)4
T BerAKHLAK
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Partai

Politik

1. Komponen SP dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No

Komponen

Uraian

1

2

3

1.

Persyaratan

( Pemohon adalah Parpol
yang berada diPenajam
Paser Utara yang
menduduki kursi )

.Fotocopy SK Bupati Penajam Paser Utara

tentang  partai-partai  politik yang
mendapatkan bantuan keuangan partai
politik (1 lembar)

.Proposal pengajuan bantuan keuangan

partai politik (2 eksemplar)

. (fotocopy) Surat Keterangan melapor

partai politik yang dikeluarkan oleh
Badan  Kesatuan Bangsa dan politik
Kabupaten Penajam Paser Utara (1
lembar)

. Fotocopy SK susunan kepengurusan dari

DPC/DPD partai politik tingkat
Kabupaten/Kota yang masih berlaku

. Fotocopy Surat Keterangan NPWP partai

politik

. Surat Keterangan Autentifikasi hasil

penetapan perolehan kursi dan suara
hasil pemilu DPRD Kabupaten/Kota

. Fotocopy Nomor Rekening kas umum

partai politik

. Rencana penggunaan anggaran dana

Bankeu partai politik

. Laporan hasil pemeriksaaan dari BPK

untuk LPJ Bankeu partai politik tahun
sebelumnya.

10.Surat Pernyataan Ketua partai politik

yang menyatakan  bertanggungjawab
secara formil dan materiil dalam
penggunaan anggaran Bankeu partai
politik dan Dbersedia dituntut sesuai
peraturan perundang-undangan yang
berlaku

Sistem, mekanisme dan

Pemohon mendapat

prosedur

Pemohon

Pengajuan
Berkas

informasi mengenai Surat
waktu percetakan surat terbit

o-0-0-0

keterangan

Tidak memenuhi
syarat

]

proposal

1. Pemohon melengkapi berkas pengusulan
rekomendasi Bantuan
Keuangan
2.Pemohon mengajukan berkas pengusulan
proposal rekomendasi bantuan keuangan

selesai

:“

Ber!-\KHLAK

skuntabel Kompeten
Loyal Adaptif kolaboratif

bangga
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3. Petugas menindaklanjuti sesuai SOP
Prosedur Rekomendasi Bantuan
Keuangan Partai Politik

4. Pemohon memperoleh surat rekomendasi
bantuan Keuangan Partai Politik

Jangka Waktu Pelayanan

1 Hari Kerja

Biaya/tariff Gratis
5. | Produk Pelayanan Surat Rekomendasi Bantuan Keuangan
Partai Politik
6. Penanganan Pengaduan, |- Rahmat Hidayat,S.IP.M.Sc 085247270791

Saran dan Masukan
dapat disampaikan
secara langsung

- Sudirman, A. Md 081355991508
- Email :
- Kotak Saran

- Website SP4N Layanan LAPOR!
Lapor.go.id

- IG : bakesbangpolppu

3. Komponen SP dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi
(Manufacturing)

No

Komponen

Uraian

1

2

3

>
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No

Komponen

Uraian

2

3

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan
keuangan Kepada Partai Politik

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
24 Tahun 2009 tentang Pedoman
tatacara  perhitungan, penganggaran
dalam APBD, pengajuan, penyaluran,
dan laporan pertanggungjawaban
penggunaan bantuan keuangan  partai
politik

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

77 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
26 Tahun 2013 tentang Pedoman
tatacara  perhitungan, penganggaran
dalam APBD, pengajuan, penyaluran,
dan laporan pertanggungjawaban
penggunaan bantuan keuangan  partai
politik

4. SK Bupati Penajam Paser Utara Nomor :

213 / 81 / 2023 tentang Penetapan
Partai-Partai Politik yang mendapatkan

Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun
2023

5. SK Bupati Penajam Paser Utara tentang

Penetapan Partai-partai Politik yang
mendapatkan bantuan keuangan partai
politik

Sarana, prasarana,
dan/atau fasilitas

CONOUTAWN ~

Komputer
Printer

ATK

.Jaringan Internet

. Ruang Rapat

. Ruang Tunggu

. Tempat Parkir

. Toilet

. Kendaraan Roda 2 dan 4

Kompetensi Pelaksana

1. Menguasai dan memahami aturan
tentang bantuan keuangan partai politik
2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Pendidikan munimal D3
4. Mempunyai sikap teliti, komunikatif,
sopan, responsif dan jujur

Pengawasan Internal

1. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan
Penanganan Konflik dan Kewaspadaan
Nasional

2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik

.“

>
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No Komponen Uraian
1 2 3
5. | Jumlah Pelaksana 5 Pelaksana
6. |Jaminan Pelayanan : Memberikan pelayanan sesuai standar
SOP dan SP yang telah di tetapkan
7. | Jaminan Keamanan dan Pelayanan yang diberikan bebas dari
Keselamatan Pelayanan gangguan dan resiko
8. | Evaluasi Kinerja : Evaluasi Kinerja Pelaksana
Pelaksana dilaksanakan dilaksanakan oleh kepala Badan Per
oleh kepala Badan Tahun
4. Jenis Pelayanan : 7. Layanan Penerbitan surat rekomendasi izin
penelitian
1. Komponen SP dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)
No Komponen Uraian
1 2 3
1. Persyaratan pelayanan Persyaratan Teknis :

-  Pemohon adalah Mahasiswa peneliti,
Badan usaha asing, orang asing

Persyaratan Administrasi

- Surat permohonan yang ditujukan
kepada Bupati cq Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik

- Fotocopy KTP/identitas Kartu tanda
mahasiswa peneliti dan penanggung
jawab

- Surat persetujuan dari kepala badan
kesatuan bangsa dan politik yang
memuat tentang persyaratan untuk
menaati dan  tidak  melanggar
ketentuan perundang-undagan yang
berlaku

>
‘W  BerAKHLAK oo
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No

Komponen

Uraian

[

2

3

Sistem, mekanisme dan
prosedur

1. Pemohon melakukan registrasi dengan
menyerahkan  surat permohonan
rekomendasi izin penelitian beserta
berkas sebagaimana
dimaksud diajukan kepada Bupati
melalui kantor Badan
Bangsa dan Politik

2. Bupati melalui Badan
Bangsa dan  Politik
verifikasi permohonan

3. Hasil verifikasi surat permohonan
sebagaimana dimaksud berupa :

a. Penerbitan surat rekomendasi izin
penelitian atau

b. Penolakan penerbitan
rekomendasi izin penelitian

persyaratan
Kesatuan

Kesatuan
melakukan

surat

Pemohon

l

+—

Berkas
lengkap ?

v

Memenuhi syarat

!

selesai

Penolakan

Jangka Waktu Pelayanan

1 Jam, ( apabila persyaratan lengkap )

Biaya/tariff

Gratis

Produk Pelayanan

Surat Permohonan cuti pegawai

Penanganan Pengaduan,
Saran dan Masukan
dapat disampaikan
secara langsung kepada

- Nurhidayat 082150312796

- Melda Ambarwati 082253663896
- Email :

- Kotak Saran

- Website SP4N Layanan LAPOR!
Lapor.go.id

- IG : bakesbangpolppu

2. Komponen SP dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal

)4
T BerAKHLAK
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Organisasi (Manufacturing)

No Komponen Uraian

1 2 3

1. Dasar Hukum 1. Undang-undang nomor 18 tahun
2002 tentang sistem nasional
penelitian, pengembangan  dan
penerapan ilmu pengetahuan
teknologi

2. Peraturan pemerintah nomor 41
tahun 2006 tentang perijin bagi
perguruan tinggi asing, badan
usaha asing, dan orang asing dalam
melakukan kegiatan penelitian dan
pengembangan diindonesia.

3. Peraturan menteri dalam negeri
nomor 20 tahun 2011 tentang
pedoman penelitian dan
pengembangan dilingkungan
kementrian dalam negeri dan
pemerintahan daerah

4. Peraturan menteri dalam negeri
nomor 64 tahun 2011 tentang
pedoman penertiban rekomendasi
penelitian

S. Peraturan menteri dalam negeri
nomor 3 tahun 2018 tentang surat
keterangan penelitian.

2. Sarana, prasarana, dan/atau |1. Komputer
fasilitas 2. Printer

3. Handphone

4. ATK

5. stempel

6. Odner

7. Ruang tunggu

8.Jaringan Internet

3. Kompetensi Pelaksana 1. Menguasai peraturan tentang
Pelayanan pemberian cuti ASN

2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Pendidikan munimal SMA

4. Mempunyai sikap teliti, komunikatif,
sopan, responsif dan jujur

4. | Pengawasan Internal 1. Kabid Penangan  konflik dan
kewaspadaan nasional

2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

Jumlah Pelaksana 5 Pelaksana
6. |Jaminan Pelayanan Memberikan pelayanan sesuai standar
SOP dan SP yang telah di tetapkan
7. | Jaminan Keamanan dan Pelayanan yang diberikan bebas dari

Keselamatan Pelayanan

gangguan dan resiko

i BerAKHL

Bororientasi Pelayanan Akuntabel
Harmanis Layal Adaptif kolaborati
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No Komponen Uraian
1 2 3
8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi Kinerja Pelaksana

dilaksanakan oleh kepala
Badan

dilaksanakan oleh kepala Badan Per
Tahun

5. Jenis Pelayanan : 8. Layanan Rekrutmen dan seleksi paskibraka melalui
aplikasi transparansi paskibraka BPIP

1. Komponen SP dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)
No Komponen Uraian
1 2 3
1. | Persyaratan pelayanan Persyaratan Teknis :

Siswa/siswi Kab. Penajam Paser
Utara

Persyaratan Administrasi

Warga negara indonesia

Calon Paskibraka merupaka pelajar

kelas X ( sepuluh ) dengan minimal

usia 16 ( enam belas ) tahun sampai
dengan 18 ( delapan belas ) tahun

Memperoleh surat ijin tertulis dari

kepala sekolah ( formulir a )

Memperoleh surat ijin tertulis dari

orang tua wali ( formulir b )

Mengisi dan menandatangani surat

pernyataan kesediaan mematuhi

peraturan pembentukan dan
pelaksanaan tugas paskibraka tahun

2024 ( formulir c)

Surat pernyataan persetujuan

pemeriksaan kesehatan ( informed

consert ) ( formulir d )

Nilai akademik minimal katagori baik

Sehat jasmani dan rohani

berdasarkan surat keterangan sehat

dari fasilitas kesehatan setempat

Memiliki badan ideal

Memiliki tinggi badan ideal, sebagai

berikut :

a. Paskibraka tinggat Kota memiliki
tinggi badan pelajar putra paling
rendah 170 sentimeter dan paling
tinggi 180 sentimeter dan pelajar
putri paling rendah 165 dan
paling tinggi 175 sentimeter, yang
dinyatakan  surat keterangan
sehat dari fasilitas pelayanan
kesehatan setempat.

>
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Komponen Uraian

1 2 3
Sistem, mekanisme dan
prosedur Pemohon <
v
Petugas
pelayanan Berkas

lengkap ?

v

Pejabat teknis
terkait

Kepala kantor

1. Seleksi dimulai dari tingkat
Kabupaten yang diikuti oleh calon
paskibraka yang dikirim oleh sekolah

2. Seleksi ditingkat kabupaten
dilaksanakan untuk memperoleh
calon paskibraka yang akan
mengikuti  seleksi pada tingkat
provinsi

3. Calon paskibraka yang dikirim oleh
kabupaten untuk mengikuti seleksi
pada tingkat provinsi ditugaskan
sebagai paskibraka tingkat kota.

4. Seleksi paskibraka tingkat kota,
terdiri atas;

a. Seleksi administrasi

b. Seleksi pancasila dan wawasan
kebangsaan

c. Seleksi intelegensi umum

d. Seleksi kesehatan ( pemeriksaaan
dan tes parade )

e. Seleksi peraturan baris berbaris
(PBB) dan kesamaptaan

5. Seleksi kepribadian ( wawancara,
penelususran minat, bakat dan
rekam jejak di media sosial ).

Jangka Waktu Pelayanan | 1 hari kerja sejak permohonan diterima
dan persyaratan lengkap

Biaya/tariff Gratis/tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan Rekrutmen dan seleksi paskibraka melalui
transparansi paskibraka BPIP

el Ber%AKHLAK melayani
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No Komponen Uraian

1 2 3
6. Penanganan Pengaduan, |- Dwi Hartati, S.Sos,M.Kom 081347106785
Saran dan Masukan - Sarina 081253735141

dapat disampaikan

secara langsung kepada |~ Email :

- Kotak Saran

- Website SP4N Layanan LAPOR!
Lapor.go.id

- 1IG : bakesbangpolppu

2. Komponen SP dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal
Organisasi (Manufacturing)

No Komponen Uraian

1 2 3

1. | Dasar Hukum 1. Undang-undang nomor 18 tahun
2002 tentang sistem  nasional
penelitian, pengembangan dan
penerapan ilmu pengetahuan
teknologi

2. Peraturan pemerintah nomor 41
tahun 2006 tentang perijin bagi
perguruan tinggi asing, badan usaha
asing, dan orang asing dalam
melakukan kegiatan penelitian dan
pengembangan diindonesia.

3. Peraturan menteri dalam negeri
nomor 20 tahun 2011 tentang
pedoman penelitian dan
pengembangan dilingkungan
kementrian dalam negeri dan
pemerintahan daerah

4. Peraturan menteri dalam negeri
nomor 64 tahun 2011 tentang
pedoman penertiban rekomendasi
penelitian

5. Peraturan menteri dalam negeri
nomor 3 tahun 2018 tentang surat
keterangan penelitian.

. Komputer

. Printer

. Handphone

ATK

. stempel

. Odner

. Ruang tunggu
.Jaringan Internet

2. | Sarana, prasarana, dan/atau
fasilitas

coNoU A w
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No Komponen Uraian
1 2 3
3. | Kompetensi Pelaksana 1. Menguasai peraturan tentang
Pelayanan pemberian cuti ASN
2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Pendidikan munimal SMA
4. Mempunyai sikap teliti, komunikatif,
sopan, responsif dan jujur
4. Pengawasan Internal 1. Kabid Iwasbang dan Ketahanan
ekonomi sosial budaya agama
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
Jumlah Pelaksana 4 Pelaksana
6. Jaminan Pelayanan Memberikan pelayanan sesuai standar
SOP dan SP yang telah di tetapkan
7. Jaminan Keamanan dan Pelayanan yang diberikan bebas dari
Keselamatan Pelayanan gangguan dan resiko
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi Kinerja Pelaksana

dilaksanakan oleh kepala Badan

dilaksanakan oleh kepala Badan Per
Tahun

MAKLUMAT PELAYANAN

.“
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PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

%' BADANKESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : JI. Provinsi Km.09 Komplek Islamic Center Kel. Nipah-Nipah Kec. Penajam
Telp. (0542) 7201113 — Fax. (0542) 7200188 Email :

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN SERTA
MELAKUKAN UPAYA PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU”

Penajam, 23 Oktober 2024

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik

AGUS,S.Pd
Pembina TK.I (IV/c)
NIP. 19710815 200312 1 004

BERITA ACARA RAPAT STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.
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Berdasarkan dengan penyusunan Standar Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024, maka pada hari ini

Tanggal : Senin, 25 September 2024
Waktu : 09.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Badan Kesbangpol

Telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Standar Pelayanan (SP) Oleh Bagian
Umum yang dihadiri oleh masing-masing perwakilan dari Ormas dan partai
politik.

A. Pembahasan Standar Pelayanan
B. Unsur Pimpinan

Pemimpin Rapat

Ilham,SE

Notulis : Jumarni

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap topik diatas
selanjutnya seluruh peserta rapat memutuskan dan menyepakati beberapa
hal berketetapan yang menjadi keputusan akhir kegiatan ini, dengan
komponen sebagai beikut :

1. Rekomendasi Bantuan Keuangan Partai Politik yang mendapat
kursi di DPRD
2. Penerbitan Surat Keterangan Melapor pada Partai Politik Tingkat

Kabupaten

3. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Organisasi
Kemasyarakatan

4. Rekomendasi Bantuan Hibah Organisasi Kemasyarakatan

S. Rekomendasi Pencairan bantuan Hibah Organisasi
Kemasyarakatan

6. Layanan rekrutmen dan seleksi Paskibraka melalui aplikasi
transparansi paskibraka BPIP.

7. Layanan penerbitan surat rekomendasi ijin penelitian

8. Layanan permohonan Cuti Pegawai

Berdasarkan komponen persyaratan tersebut yang telah
disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, masing-masing
perwakilan dari Ormas dan parpol menyetujui dan sepakat atas
mekanisme Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemimpin Rapat
Subbagian Umum

[Tham,SE.MM
Penata (III/d)
NIP.19761023 200803 1 001
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